BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang baik yaitu transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
\’\&\ \ (5*‘% 11. Peraturan....%"
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 200S tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

w&\ i J( 20. Peraturan. Jg.-



Menetapkan
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal |

Ketentuan Pasal 4 huruf o, p, q, r dan s diubah serta huruf
1, t, u, v, w, x dan y dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4
dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor

9) berbunyi sebagai berikut:
& \¥ %
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Pasal 4

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang meliputi:
a. Penyusunan dokumen kebijakan umum APBK (KUA);

b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS);

¢. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD-
PPKD;

d. Pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan;

e. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan
pembantu;

f. Pendapatan daerah melalui bank yang ditunjuk, bank
lain, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;

g. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan;

h. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu;

i. Pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan
PPKD;

j. Penatausahaan pendapatan melalui Bendahara Umum
Daerah;

k. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-
SKPD);

1. Dihapus;

m. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA-SKPD);

n. Anggaran kas;

0. Penatausahaan belanja;

p. Penatausahaan surat pertanggungjawaban;

q. Akuntansi satuan kerja;

r. Akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);

s. Laporan keuangan;

t. Dihapus;

u. Dihapus;

v. Dihapus;

w. Dihapus;

x. Dihapus;

y. Dihapus.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

\\2\\ SR Y
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 wWe \ 2020 M
LE Lamandas 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, Et'
\& MURSIL
Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, \4 WEl 2020 M
26 Vawmaddan 1441 4

SEKRETARIS DAERAH
\ KABUPATEN ACEH TAMIANG,/
|

r

\BASYA UD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 14



